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Oleh 

ANDREA AYU STRELYA 

Pornografi merupakan efek samping modernisasi. Banyaknya situs yang porno 

mudah anak-anak temui dan media pornografi mudah untuk diakses melalui 

media elektronik. Permasalahan yang dikaji oleh penulis adalah apakah faktor 

penyebab terjadinya kejahatan pornografi terhadap anak melalui media 

elektronik? serta bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya kejahatan 

pornografi terhadap anak melalui media elektronik? 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 

normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan merupakan data 

primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah 

kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data yang digunakan adalah 

analisis data kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan 

pornografi terhadap anak melalui media elektronik terdiri dari faktor kejiwaan, 

faktor lingkungan, faktor ekonomi serta faktor teknologi. Sedangkan untuk 

menanggulangi terjadinya kejahatan pornografi terhadap anak melalui media 

elektronik terdiri dari penal dan non penal. Penal terdiri dari hukuman penjara 

yaitu adanya masa percobaan. Sedangkan non penal adalah melakukan sosialisasi 

untuk memberikan informasi terkait pornografi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

                                                                                          Andrea Ayu Strelya 

Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis menyarankan: orangtua hendaknya 

menciptakan kondisi keluarga yang harmonis, tentram, kondusif, dan bahagia 

serta peka terhadap perilaku anak guna mengantisipasi tindak kejahatan seksual 

secara online yang mengancam keselamatan anak-anak di bawah umur. Aparat 

penegak hukum hendaknya meningkatkan penyuluhan kepada para pelajar 

mengenai tindak pidana pornografi sebagai suatu perbuatan melawan hukum 

sehingga para pelajar memiliki pengetahuan tentang tindak pidana pornografi 

tersebut. 

 

Kata Kunci : Kriminologis, Pornografi, Anak. 
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan informasi dan teknologi yang demikian pesat memberi manfaat yang

cukup besar. Perkembangan teknologi yang terjadi tidak terlepas dari keinginan

seseorang untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Teknologi

informasi dan komunikasi telah membuka babak baru bagi masyarakat untuk

memperoleh informasi, dimana setiap orang memiliki akses terhadap sumber

informasi dimanapun di dunia ini. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang

bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi pengingkatan

kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana

efektif bagi perbuatan melawan hukum.1

Era yang canggih akan teknologi dan informasi saat ini kita kenal dengan sebutan

era Borderless. Era Borderless yang dimaksud adalah era dimana satu negara

dengan negara lain tidak ada batasan.2 Pengertian ini memiliki arti yang bukan

berasal dari batasan wilayah, tetapi batasan transfer budaya seperti bahasa, gaya,

mode dan trend. Era ini juga dapat dimaksudkan sebagai era globalisasi,

yaitu proses penyebaran unsur-unsur baru khususnya yang menyangkut

informasi secara mendunia melalui media cetak dan elektronik. Khususnya,

globalisasi terbentuk oleh adanya kemajuan di bidang komunikasi dunia

1 Maskun, Kejahatan Cyber Crime, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 29.
2 Ibid., hlm 5
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elektronik. Khususnya, globalisasi terbentuk oleh adanya kemajuan di bidang

komunikasi dunia.

Globalisasi berpengaruh pada hampir semua aspek kehidupan masyarakat.

Konsekuensinya, masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap hal yang

berkembang sesuai zaman. Perkembangan dunia teknologi informasi yang

demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban

umat manusia. Kegiatan komunikasi yang sebelumnya menuntut peralatan yang

begitu rumit, kini relatif sudah digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis.

Sistem kerja alat teknologi telah mengalihfungsikan tenaga otot manusia dengan

pembesaran dan percepatan yang menakjubkan. Kemajuan teknologi informasi

dan komunikasi yang telah kita capai sekarang benar-benar telah diakui dan

dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat

manusia. Kemajuan teknologi pada masa sekarang ini bagaikan pedang bermata

dua.

Keuntungan yang diperoleh melalui internet, ada juga kerugian yang perlu

dihindari, salah satunya adalah pornografi. Anak-anak paling beresiko ketika

mereka berulang kali terpapar gambar yang berlebihan dan berpotensi adiktif.

Meningkatnya kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi dan banyaknya

kesempatan dalam mendapatkan berbagai peralatan canggih memberikan efek

yang cukup mengkhawatirkan bagi moral dan etika bagi kehidupan.3

3 Ridwan Sanjaya, Parenting Untuk Pornografi di Internet, Jakarta: Elex Media Computerindo,
2010, hlm. 4.
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Pornografi sering dianggap bagian dari modernisasi, padahal anggapan itu belum

tentu benar. Pornografi lebih tepat disebut efek samping modernisasi. Modernisasi

sendiri tidak mungkin dibendung dan tidak perlu dibendung, karena memiliki

banyak manfaat. Tindakan yang seharusnya dilakukan adalah mengendalikan dan

mengarahkan modernisasi ke arah yang benar. Kiblat modernisasi adalah negara-

negara maju sehingga apapun yang dilakukan oleh negara maju tersebut

cenderung ditiru masyarakat Indonesia, mengingat Negara Kesatuan Republik

Indonesia tergolong negara berkembang. Mengarahkan dan mengendalikan

modernisasi adalah memanfaatkan kemajuan teknologi dan bagian positif

peradaban negara maju untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Pornografi lebih dikenal dengan istilah delik kesusilaan atau kejahatan terhadap

kesusilaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun yang

mendekati pengertian Pornografi itu sendiri termuat di dalam Pasal 281 KUHP

sampai dengan Pasal 283 KUHP. Pornografi dalam KUHP diatur dalam Buku II

XIV tentang Kejahatan Kesusilaan Pasal 281 sampai dengan Pasal 282 dan Buku

III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan Pasal 532 sampai dengan Pasal 533,

keduanya hanya memuat norma-norma yang tidak boleh dilanggar dan memuat

sanksi-sanksinya. Pasal 281 dan Pasal 282 adalah kejahatan, sedangkan Pasal 533

merupakan pelanggaran, Pasal 282 bermaksud melindungi norma-norma sosial

pada umumnya, sedangkan Pasal 533 ingin melindungi kepentingan anak-anak

muda yang belum dewasa.

Berikut kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281-303 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (selanjutnya dalam penelitian ini disebut KUHPidana),

meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut:
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a) Melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281 KUHPidana);

b) Menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan sebagainya

tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 282-

283 KUHPidana);

c) Melakukan zina, perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan melakukan

dengan melakukan atau memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual

(Pasal 284-296 KUHPidana);

d) Perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297

KUHPidana);

e) Berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299

KUHPidana);

f) Berhubungan dengan minuman yang memabukkan (Pasal 300 KUHPidana);

g) Menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301 KUHPidana);

h) Penganiayaan hewan (Pasal 302 KUHPidana);

i) Perjudian (Pasal 303 dan 303 bis KUHPidana).

Delik yang diancam dengan Pasal 282 lebih serius daripada yang diancam dengan

Pasal 533. Di sini tidak disinggung lagi “yang melanggar kesopanan” tetapi

“menimbulkan nafsu birahi anak-anak muda”. Berarti bahwa tulisan atau gambar

atau benda yang bersangkutan dapat membawa akibat terangsangnya nafsu birahi

anak-anak muda. Tidak dipersoalkan lagi apakah tulisan atau gambar itu
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merupakan pelanggaran pada tata susila umum atau tidak, tetapi cukup jika hal itu

dapat menimbulkan nafsu birahi anak-anak muda. Fokus utama adalah akibatnya

terhadap diri si anak muda, dan bukan suatu perbandingan dengan moral umum.

Anak-anak yang belum mengetahui bagaimana mempergunakan media elektronik

yang benar. Banyaknya situs yang  bersifat porno semakin mudah mereka temui

dan media pornografi anak semakin mudah untuk diakses melalui media

elektronik dan cetak. Begitu mudahnya setiap anak untuk melihat materi

pornografi melalui internet, handphone, buku bacaan dan VCD.

Kemudahan mengakses materi pornografi dapat mencontoh aktifitas seksual

sesuai dengan adegan yang ditontonnya yang menyebabkan kekerasan seksual

terhadap anak yang dilakukan oleh sesamanya.4 Contoh dari Teknologi Informasi

yang sering disalahgunakan dan bisa masuk kedalam tindak pidana adalah Chat

Sex. Chat Sex adalah jenis virtual seks yang lebih merujuk ke seksual yang

merupakan percakapan antara dua orang atau lebih melalui teks di handphone.

Saat ini penggunaan chat sex terjadi di tengah-tengah masyarakat. Diantara

mereka bahkan tidak saling mengetahui wajah atau tidak pernah kenal dan

bertemu secara langsung sebelumnya dengan pasangan chat sex mereka. Sadar

atau tidak menyalahgunakan chat sex merupakan pelanggaran hukum. Hal ini

dikarenakan ketika chat sex sudah dikomersilkan, maka dapat dikatakan sebagai

kegiatan prostitusi terselubung, dan merupakan pelanggaran terhadap undang-

undang penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik (ITE).

4 Sumber: https://Kominfo.Go.Id/Index.Php/Content/Detail/6872/Kekerasananakpornografi_Media
di unduh pada Jumat 19 Mei 2017, pukul 18.00 WIB.
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Sebagai contoh kejahatan pornografi chat sex di Indonesia ada pada Desa Cahaya

Alam, Kecamatan Semendo Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim di kota

Palembang. Seperti yang dilansir media Rmol Sumsel,5 Jumat 1 Agustus 2014.

Kolman Herawansyah berstatus pelajar di bangku SMA nekat menggauli pacarnya

yang berusia 15 tahun. Kolman dan pacarnya sudah kenal sejak satu tahun lalu.

Mereka sering melakukan chat sex. Namun, untuk bertemu langsung baru pertama

kali, dan langsung membawa korban untuk bersetubuh di lokasi kejadian.Kolman

mengaku mendapat nomor pacarnya itu dari temannya dan tidak lama dari itu

mereka mulai berpacaran.

Contoh lain di Indonesia adalah seperti yang dilansir media Riaupos.co,6 Rabu 3

Desember 2014. Terjadi pada remaja perempuan, sebut saja Sally. Dia diajak

ibunya berkonsultasi karena sering chatting seks dengan teman lelakinya. Mereka

melakukan chatting layaknya orang dewasa yang sedang pacaran. Sally berumur

13 (tiga belas) tahun dan masih kelas satu SMP. Sementara pacarnya 16 (enam

belas) tahun dan baru kelas satu SMA. Mereka baru tiga bulan berkenalan lewat

sosial media, dan dua minggu setelahnya mereka ketahuan melakukan chat sex.

Itu terjadi ketika suatu malam sekitar pukul 23.30 WIB si ibu masuk kamar Sally

untuk suatu keperluan. Sally terkejut melihat ibunya datang dan menyembunyikan

handphonenya ke belakang badan. Karena curiga, si ibu mengambil handphone

sally dengan paksa. Sally marah, tapi ibunya membiarkan. Setelah handphone

sally dibuka, ternyata Sally chatting pornografi. Saat ibunya bertanya langsung

pada Sally sendirian, dia mengakui semuanya. Katanya dengan pria lain juga dia

5 Sumber: http://www.rmolsumsel.com/read/2014/08/01/10637/Gara-gara-Phone-Sex,-Siswa-Ini-
Berurusan-dengan-Polisi- diunduh  pada Jumat 12 Mei 2017, pukul 22.05 WIB.
6 Sumber: http://riaupos.co/58645-arsip-kecanduan-seks-via-ponsel.html#.WX2XrvkjHIU diunduh
pada Minggu 30 Juli 2017, pukul 15.51 WIB.
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pernah melakukan chatting yang berbau pornografi. Dia pernah juga memfoto

dirinya telanjang lalu dikirim ke pacarnya.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan

masalah sebagai berikut:

a. Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan pornografi terhadap anak melalui

media elektronik?

b. Bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya kejahatan pornografi terhadap

anak melalui media elektronik?

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini termasuk ke dalam ruang lingkup analisis kriminologis khususnya

mengenai faktor penyebab dan upaya penanggulangan kejahatan pornografi

melalui media elektronik. Pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun

2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara,

bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk

pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di

muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar

norma kesusilaan dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud kejahatan

pornografi melalui media elektronik disini adalah Chat Sex. Chat sex adalah jenis

virtual seks yang lebih merujuk ke seksual yang merupakan percakapan antara dua

orang atau lebih melalui teks di handphone.
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui faktor penyebab kejahatan pornografi terhadap anak melalui

media elektronik.

b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan pornografi terhadap anak

melalui media elektronik.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

1) Kegunaan dari penulisan ini adalah untuk menambah pengetahuan dalam

bidang hukum pidana mengenai pornografi khususnya terhadap anak melalui

media elektronik yang pada skripsi ini berpacu pada kasus chat sex.

b. Secara Praktis

1) Dapat dijadikan sebuah pedoman dan bahan rujukan bagi mahasiswa,

masyarakat, praktisi hukum, dan bagi pemerintah dan khususnya bagi penuntut

umum tentang dampak perilaku seksual melalui media chat sex.

2) Semua pihak diharapkan mampu mengendalikan diri dari perilaku seksual

melalui media chat sex maupun secara langsung jika hal tersebut dilakukan

sebelum menikah. Cara mengendalikan diri dari perilaku tersebut adalah

dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan melakukan

kegiatan-kegiatan positif karena dengan menyibukan diri informan akan



9

mengurangi rasa bosan sehingga tidak terpikir untuk melakukan perilaku

seksual melalui media chat sex dan hubungan seksual pranikah.

3) Orangtua diharapakan dapat lebih dekat lagi kepada anak sehingga anak lebih

mau mengeluarkan perasaan tentang apa yang anak rasakan, hal tersebut juga

bisa menjadi awal bagi anak untuk membagi pengalaman tentang kehidupan

pribadinya, karena walaupun anak sudah berusia 18 (delepan belas) tahun

keatas anak tetap perlu bimbingan serta dukungan oleh orangtua.

4) Peneliti selanjutnya yang berminat pada tema penelitian chat sex dapat

menjadikan hasil penelitian ini sebagai tambahan informasi.

5) Sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar

Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstarksi dari hasil

pemikiran atau kerangka acuan yang ada dasarnya bertujuan untuk mengadakan

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

Kerangka teoritis merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Menurut

pendapat Wolfgang, Kriminologi ialah kumpulan ilmu pengetahuan mengenai

kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian

mengenai gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara

ilmiah mengenai keterangan-keterangan, pola-pola, keseragaman-keseragaman

dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan

dan reaksi dari masyarakat terhadap keduanya. Jadi objek studi kriminologi

meliputi:
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a. perbuatan yang disebut sebagai kejahatan,

b. pelaku kejahatan,

c. reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun

terhadap pelakunya.7

Ketiga objek studi kriminologi ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Soerjono

Soekanto berpendapat setiap penelitian akan ada kerangka teoritis, kerangka

acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasikan terhadap dimensi sosial yang

dianggap relevan oleh peneliti.

1. Teori Faktor Penyebab Kejahatan

Bonger mengutip dalam buku Kartini Kartono kejahatan lebih menekankan pada

kondisi ekonomi yaitu kemiskinan sehingga menimbulkan demoralisasi pada

individu serta membelenggu naluri sosialnya sehingga pada akhirnya membuat

individu melakukan tindak pidana.8 Adapun beberapa teori-teori faktor penyebab

terjadinya kejahatan dalam penelitian ini digunakan guna membantu penelitian

adalah:

1. Faktor Intern.

Faktor interen dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1) Faktor intern yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu,
antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.

2) Faktor intern yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa
macam yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam
masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan
individu.9

7 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada,
2010, hlm. 17.
8 Kartini Kartono, Patologi Sosial, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 108.
9 Abdulsyani, Sosiologi Kriminologi, Bandung: Remadja Karya, 2005, hlm. 44.
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2. Faktor Ekstern.

Faktor-faktor eksternal, meliputi :

1) Faktor ekonomi, yang dapat diklasifikasikan atas beberapa bagian yaitu
tentang perubahan-perubahan harga, pengangguran, urbanisasi.

2) Faktor agama.
3) Faktor bacaan.
4) Faktor film (termasuk televisi).10

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah masalah sosial yang di hadapi oleh masyarakat di seluruh

Negara semejak dahulu dan pada hakikat nya merupakan produk dari masyarakat

itu sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma

yang di kenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum.

Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam undang-undang yang di

pertanggungjawabkan aparat pemerintah untuk menegakkannya, terutama

kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.11

Menyadari tinggi nya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung

mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan

pelaku kejahatan pada hakikat nya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha

penanggulangan kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah

dilakukan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umum nya.12

10 Soejono, D, Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), Bandung: Alumni, 2005, hlm. 42.
11 Romli atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Bandung: Tarsito, 2006, hlm. 32.
12 Soejono Dirdjosisworo, Doktrin-doktrin krimonologi, Bandung: Alumni, 1973, hlm.42.
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Penanggulangan kejahatan dalam pelaksanaannya terdapat 3 (tiga) metode untuk

menangurangi frekuensi dari kejahatan:

1. Metode penghukuman (punitive method)

Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa kriminalitas dan tingkat kejahatan

bisa dikurangi dengan membuat orang takut dihukum ketika melakukan

kejahatan, sehingga orang dapat menahan diri dan menolak untuk melakukan

kejahatan. Metode ini menimbulkan kesakitan yang serius terhadap pelaku

kejahatan, baik membaharui orang yang melakukan kejahatan (pencegahan

secara khusus) dan mencegah orang lain untuk terlibat dalam kejahatan

(pencegahan secara umum). 13

2. Metode Menahan Kejahatan (defense method)

Metode ini berdasarkan pada asumsi bahwa kejahatan dapat dikurangi dengan

membuat orang lain sulit untuk melakukannya. Metode ini memiliki 2 (dua)

cara dalam menahan kejahatan, yaitu:

a. Hukuman badan (capital punishment)

Menjadikan suatu perbuatan menjadi sulit dilakukan dengan menerapkan

hukuman badan kepada para penjahat, sehingga kejahatan sama sekali

tidak dapat lagi dilakukan dengan keadaannya. Contohnya: Memotong

tangan pencuri, menghukum mati penjahat.

b. Meningkatkan kepastian (reducing certainty)

Tidak hanya mengurangi kesempatan untuk melakukan kejahatan,

melainkan meningkatkan kepastian hukuman terhadap seseorang yang

13 Edwin Hardin Sutherland, Donald Ray Cressey, David F. Luckenbill, Principles of Criminology,
Amerika Serikat: Eleventh Edition, Rowman & Littlefield Publisher, 1992, hlm. 574-575.
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melakukan kejahatan. Contohnya: Memasang lampu jalan/menerangi

jalan, meningkatkan pengawasan. 14

3. Metode intervensionis (interventionist method)

Metode ini didasarkan pada observasi hukuman dan menahan kejahatan

tidaklah cukup. Asumsi ini menyatakan bahwa kriminalitas dan tingkat

kejahatan bisa dikurangi secara signifikan hanya dengan menentukan kondisi

yang memproduksi kejahatan dan merubah kondisi tersebut. Kondisi tersebut

dapat dirubah dengan menganalogikan kejahatan sebagai penyakit dan metode

untuk merubahnya adalah obat untuk menyembuhkan kejahatan tersebut.

Penjahat tersebut harus direhabilitasi, diberikan program diversi, untuk

mengimplementasikan bahwa jika penjahat adalah untuk diubah, harus ada

interaksi antara mereka dan orang-orang yang menghargai dan mendukung

nilai-nilai yang ingin dibangun dan dipelihara oleh pembuat undang-undang

seperti yang dimaksud oleh hukum pidana.15

Berdasarkan paparan di atas dapat dilihat bahwa penanggulangan kejahatan dapat

dilakukan dengan cara preventif dan juga represif. Adapun pengertian upaya

preventif dan represif yaitu:

1) Upaya Preventif

Istilah upaya preventif biasanya menandakan seperangkat ide untuk memerangi

kejahatan, karena kejahatan tidak hanya dapat diperangi dengan melakukan

upaya yang bersifat retributif, dendam (revenge), dan pembalasan yang menuju

14 Ibid.
15 Ibid.
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kepada pemaksaan. Upaya preventif diambil untuk mencegah munculnya

tindak kejahatan.

2) Upaya Represif

Represif adalah sebuah tindakan yang bersifat represi (menekan) terhadap

suatu perbuatan kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dilakukan.

Pemerintah membuat kebijakan berdasarkan kepada biaya dan setiap kendala

yang terkait dengan pilihan kebijakan yang ada. Upaya represif adalah alat bagi

pemerintah untuk meringankan satu dari banyak kemungkinan ancaman yang

mengancaman stabilitas pemerintahan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa upaya

represif adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan hukum

pidana.

Berbagai program serta kegiatan yang telah di lakukan sambil terus mencari cara

yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah kejahatan. Terdapat

beberapa cara yang dapat digunakan dalam melakukan penanggulangan kejahatan,

yaitu :

1. Penerapan hukum pidana (criminal law application)
2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan

pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime and
punishment/mass media).16

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan

kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal.17 Kebijakan kriminal tidak terlepas

dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan

atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan upaya-upaya untuk

16 Barda Nawawi Arif, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan dan
Pengembangan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 52.
17 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 1.
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perlindungan masyarakat. Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan

kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal, maka kebijakan hukum

pidana khususnya pada tahap yudikatif/aplikatif harus memperhatikan dan

mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa kesejahteraan

sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat.18

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan kebijakan kriminal. Usaha-

usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan sudah

tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi juga

menggunakan sarana non penal. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus

menunjang tujuan yang sangat penting yaitu aspek kesejahteraan masyarakat yang

bersifat immateril, terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran dan keadilan.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan

intergral ada keseimbangan sarana penal dan nonpenal. Dilihat dari sudut politik

kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana nonpenal karna lebih bersifat

preventif dan kerena kebijakan penal mempunyai keterbatasan/kelemahan yaitu

bersifat fragmentaris/tidak struktural fungsional dan harus didukung oleh

infrastruktur biaya yang tinggi.19

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal yang

operasionalnya melalui beberapa tahap yaitu:

1. Tahap Formulasi (kebijakan legislatif).

2. Tahap Aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial).

3. Tahap Eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif)

18 Shafrudin, Politik Hukum Pidana, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 1998, hlm. 75.
19 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam
Penanggulangan Kesejahteraan, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 77.
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Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan adanya tahap

formulasi, maka bukan hanya tugas aparat penegak hukum saja, tetapi juga tugas

aparat pembuat hukum (aparat legislatif) bahkan kebijakan legislatif merupakan

tahap paling strategis dari penal policy karena itu kesalahan atau kelemahan

kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi

penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi

dan eksekusi.20 Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi

menjadi dua, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (di

luar hukum pidana).

Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat

jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif yaitu sesudah kejahatan

terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat preventive

yaitu pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi.

Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada

hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Maka

perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta

memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai pengenaan

hukuman. Dari usaha-usaha tersebut sebenarnya yang lebih baik adalah usaha

mencegah sebelum terjadinya kejahatan daripada memperbaiki pelaku yang telah

melakukan kejahatan.21

20 ibid, hlm. 79.
21 Ibid, hlm. 46-47.
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2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara

konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan

dengan istilah yang akan diteliti. Kerangka konseptual yang digunakan dalam

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Analisis

Cara menganalisa atau mengkaji secara rinci suatu permasalahan. Analisis

dapat juga diartikan sebagai suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa

(karangan, perbuatan, dan sebagainya). Untuk mengetahui keadaan yang

sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkara, dan sebagainya).22

b. Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-

luasnya.23 Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan itu sendiri

yang tujuanya adalah mempelajari apa sebab-sebab sehingga seseorang

melakukan kejahatan dan apa yang menimbulkan kejahatan itu. Apakah

kejahatan itu timbul karena bakat orang itu adalah jahat atau disebabkan karena

keadaan masyarakat sekitarnya baik keadaan sosiologis maupun ekonomis.

c. Faktor Penyebab

Faktor Penyebab adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan

(mempengaruhi) terjadinya sesuatu.24

22 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai
Pustaka, 2007, hlm. 32.
23 Indah Sri Utari, Aliran dan Teori dalam Kriminologi, Yogyakarta: Tafa Media, 2012, hlm. 3.
24 Ibid, hlm. 1.
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d. Penanggulangan

Penanggulangan adalah suatu upaya-upaya atau metode yang diperlukan atau

digunakan oleh pihak kepolisian dalam menangani suatu kejahatan.25

e. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau

patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan,

menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan (negara bertindak).26

f. Media Elektronik

Media elektronik adalah media komunikasi atau media massa yang

menggunakan alat-alat elektronik meliputi telepon genggam, radio, televisi dan

internet.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ditujukan untuk dapat lebih memberikan gambaran

yang lebih jelas, komperhensif dan menyeluruh mengenai bahasan dalam

penulisan hukum yang akan disusun. Adapun sistematika penulisan hukum ini

adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan penelitian dan ruang

lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan

konseptual serta sistematika penulisan.

25 Romli Atmasasmita, Problema Kenakalan Remaja, Bandung: Armico, 1984, hlm. 24.
26 Husein, S, Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya, USU Digital Library.
2003, hlm. 23.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan mengenai Tinjauan Umum Kriminologi, Tinjauan Umum

Kejahatan, Tinjauan Umum Pornografi, Pengertian Anak, Pengertian Media

Elektronik, Faktor penyebab dan juga Bagaimana upaya penanggulangannya. Di

dalam penelitian ini dikhususkan pada Tindak Pidana Kesusilaan, Tindak Pidana

Pornografi, Pengertian Media Elektronik serta hal–hal yang berkaitan dengan

ruang lingkup pornografi melalui media elektronik.

III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan metode yang digunakan dalam penulisan ini yang terdiri

dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan

pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang pembahasan berdasarkan data dokumen dari contoh

kasus di masyarakat yang dimana anak-anak lah yang menjadi korban dari

canggihnya teknologi yang membawa mereka melakukan kenakalan remaja yaitu

masuk dalam unsur-unsur pornografi.

V. PENUTUP

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dari pembahasan yang menghasilkan

jawaban permasalahan dari hasil penelitian serta saran-saran dari penulis sebagai

alternatif dari penyelesaian masalah yang berkaitan dengan hasil penelitian demi

perbaikan di masa yang akan datang serta dapat menambah wawasan tentang ilmu

hukum khususnya mengenai kriminologis tindak kejahatan terhadap anak melalui

media elektronik (Chat sex).



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari arti, sebab, pencegahan

kejahatan, dan perbaikan penjahat sebagai gejala sosial dan kemanusiaan dengan

menghimpun sumbangan-sumbangan dari ilmu pengetahuan pendukungnya.

26 Sedangkan kriminologis adalah suatu ilmu yang berhubungan dengan

kejahatan.27 Kejahatan sebagaimana yang dirumuskan dalam hukum pidana

positif, kriminologi merumuskan kejahatan sebagai setiap tingkah laku yang

merusak tatanan  norma-norma hukum yang ada (dalam arti luas), karena

masyarakat tidak menyenangi tingkah laku tersebut. Kriminologi mengartikan

kejahatan sebagai gejala dalam masyarakat yang tidak pantas dan termasuk belum

terikat kepada ketentuan-ketentuan yang tertulis. Kriminologi merupakan

kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang tujuannya adalah untuk

memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala kejahatan yang dimana

dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan,

pola-pola, keseragaman-keseragaman dan faktor-faktor

26 Firganefi, Ahmad Irzal Fardiansyah, Hukum Dan Kriminalistik, Bandar Lampung: Justice
Publisher, 2014, hlm. 24.
27 Topo Santoso, Kriminologi, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm.9.
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kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi dari

masyarakat terhadap keduanya tersebut.

Terdapat tiga objek studi kriminologi yang tidak dapat dipisahkan, diantaranya

adalah perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi

masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.28

Seorang ahli antropologi berkebangsaan Francis, P. Topinar (1830-1911)  adalah

yang pertama kali mengenalkan nama kriminologi, dimana kata kriminologi

terdiri dari 2 (dua) suku kata yang terdiri dari “crime”  yang berarti kejahatan dan

“logos” yang berarti ilmu pengetahuan, jadi krimonologi dapat diartikan sebagai

ilmu tentang kejahatan.29

Pengertian Kriminologi menurut para ahli:

a. Edwin H. Sutherland: Kriminologi sebagai “is the body of knowledge

regarding deliquency and crime as social phenomena” (kriminologi adalah

kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan

sebagai gejala sosial).30

b. W.A Bonger: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan

menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger membagi kriminologi

menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan.

28 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Op. Cit.
29 A.S Alam, Pengantar Kriminologi, Makassar: Pustaka Refleksi, 2010, hlm. 1.
30 Ibid., hlm. 1-2.
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Kriminologi murni yang mencakup:

1) Kriminil, ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala

masyarakat yang ingin menjawab sampai di mana letak sebab-sebab

kejahatan dalam masyarakat.

2) Antropologi Kriminil, ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat yang

memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya

mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku

bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

3) Psikologi Kriminil, ilmu tentang penjahat yang dilihat dari sudut pandang

jiwanya. 31

Kriminologi terapan yang mencakup:

1) Kriminil, yaitu usaha untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2) Higiene Politik Kriminil, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana

suatu kejahatan terjadi. Disini dilihat sebab-sebab seorang melakukan

kejahatan, kalau karena faktor ekonomi maka yang perlu diperbaiki adalah

kesejahteraan pelaksanaan masyarakatnya.

3) Kriminalistik, yang merupakan ilmu tentang penyidikan teknik kejahatan

dan pengusutan kejahatan.32

c. Wood: Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh

berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan

31 Deni Achmad dan Firganefi, Pengantar Kriminologi & Viktimologi, Bandar Lampung: Justice
Publisher, 2016, hlm.7.
32 Ibid.
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penjahat dan, termaksud di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap

perbuatan jahat dan para penjahat.33

d. J. Constant : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan

faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.34

e. Mudigdo Moeliono: Kriminologi adalah bahwa pelaku kejahatan mempunyai

andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan

semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, tetapi adanya

dorongan pelaku untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan

masyarakat.35

f. E.H. Sutherland: Kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang

bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurutnya,

kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum

dan reaksi atas pelanggaran hukum, sehingga olehnya dibagi menjadi tiga

yaitu:

a. Sosiologi Hukum yaitu ilmu tentang perkembangan hukum

b. Etiologi Hukum yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab-
sebab  kejahatan

c. Penology yang menaruh perhatian atas perbaikan tahanan. 36

g. WME. Noach: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-

gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta

akibat-akibatnya.37

33 Santoso, Topo dan Zulfa, A. E, Kriminologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001, hlm 12.
34 Ibid., hlm. 9.
35 A.S. Alam, Pengantar... Op. Cit., hlm. 2
36 Deni Achmad dan Firganefi, Pengantar... Op Cit., hlm. 8
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h. Abdullah Marllang: Kriminologi adalah suatu tindakan (perbuatan) yang

bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum

dilarang dengan ancaman hukuman adalah merupakan objek dari setiap unsur-

unsur perbuatan yang dikenakan hukuman pidana.38 Tidak ada suatu ilmu yang

memiliki suatu objek formal yang sama, sebab jika ditemukan objek formalnya

sama, maka dipastikan ilmu itu sama. Oleh karena itu, ada beberapa objek yang

menjadi kajian dari  kriminologi yang terdiri dari kejahatan, pelaku serta reaksi

masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan.39

2. Teori-Teori Kriminologi

Ada beberapa penggolongan teori dalam kriminologi antara lain:

a. Teori Asosiasi Diferensial (Differential Association Theory)

Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui

asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat

termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik

kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi

yang nyaman yang memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti

sosial. 40

Theori asosiasi differensial Sutherland mengenai kejahatan menegaskan bahwa:

1) Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari.

37 Sumber: http://www.negarahukum.com, diunduh pada Minggu 26 November 2017, pukul 10.47
WIB.
38 Abdullah Marlang Dkk, Pengantar hukum Indonesia, cet  2, Makassar: ASPublishing, 2011,
hlm. 67.
39 Sumber: http://the-catetan.blogspot.com/ diunduh pada Minggu 26 November 2017,  pukul 10.
56 WIB.
40 Soedjono Dirdjosisworo, Sinopsis Kriminologi Indonesia, Jakarta: Mandar Madju, 1994, hlm.
108-143.
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2) Perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain

melalui suatu proses komunikasi.

3) Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan

intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi

langsung di tengah pergaulan.

4) Mempelajari perilaku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan

kejahatan dan motivasi/ dorongan atau alasan pembenar.

5) Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-

undangan, menyukai atau tidak menyukai.

6) Seseorang menjadi deliquent karena penghayatannya terhadap peraturan

perundangan lebih suka melanggar daripada mentaatinya.

7) Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas

dan intensitas.

8) Proses mempelajari perilaku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal

dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap

proses belajar.

9) Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum

dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat

dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena perilaku

non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai

yang sama.41

41 Ibid.
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b. Teori Tegang (Strain Theory)

Teori ini beranggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu

memperkosa hukum atau melanggar hukum, norma-norma dan peraturan-

peraturan setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi

demikian besar sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini

adalah melalui saluran yang tidak legal. Akibatnya, teori “tegas” memandang

manusia dengan sinar atau cahanya optimis. Dengan kata lain, manusia itu pada

dasarnya baik, karena kondisi sosiallah yang menciptakan tekanan atau stress,

ketegangan dan akhirnya kejahatan.42

c. Teori Kontrol Sosial (Social Control Theory)

Landasan berpikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang yang

secara intriksik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis di

mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Mengingat bahwa

kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-

peraturan di dalam masyarakat, delinkuen di pandang oleh para teoretisi kontrol

sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan

larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum.43

Terdapat empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal

menurut Hirschi, yang meliputi:

42 Ibid.
43 Ibid.
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1) Kasih Sayang

Kasih sayang ini meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan

saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru dan para pemimpin

masyarakat. Akibatnya, itu merupakan ukuran tingkat terhadap mana orang-

orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi

individu.

2) Komitmen

Sehubungan dengan komitmen ini, kita melihat investasi dalam suasana

konvensional dan pertimbangan bagi tujuan-tujuan untuk hari depan yang

bertentangan dengan gaya hidup delinkuensi.

3) Keterlibatan

Keterlibatan, yang merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk

berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu

kepada keberhasilan yang dihargai masyarakat.

d. Kepercayaan

Akhirnya kepercayaan memerlukan diterimanya keabsahan moral norma-

norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional seseorang.

Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu

dengan lingkungan masyarakatnya.44

44 Ibid.
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d. Teori Label (Labeling Theory)

Landasan berpikir dari teori ini diartikan dari segi pandangan pemberian norma,

yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau

pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu

pada masyarakatnya. Terdapat banyak cara dimana pemberian label itu dapat

menentukan batas bersama dengan perilaku kriminal telah dijadikan teori,

misalnya bahwa pemberian label memberikan pengaruh melalui perkermbangan

imajinasi sendiri yang negatif. Menurut teori label ini maka cap atau merek yang

dilekatkan oleh penguasa sosial terhadap warga masyarakat tertentu lewat aturan

dan undang-undang sebenarnya berakibat panjang yaitu yang di cap tersebut akan

berperilaku seperti cap yang melekat itu. jadi sikap mencap orang dengan predikat

jahat adalah kriminogen.45

e. Teori Psikoanalitik (Psyco Analytic Theory)

Menurut Sigmund Freud, penemu psikonanalisa, hanya sedikit berbicara tentang

orang-orang kriminal. Ini dikarenakan perhatian Freud hanya tertuju pada neurosis

dan faktor-faktor di luar kesadaran yang tergolong kedalam struktur yang lebih

umum mengenai tipe-tipe ketidakberesan atau penyakit seperti ini. Seperti yang

dinyatakan oleh Alexander dan Staub, kriminalitas merupakan bagian sifat

manusia. Dengan demikian, dari segi pandangan psikoanalitik, perbedaan primer

antara kriminal dan bukan kriminal adalah bahwa non kriminal ini telah belajar

mengontrol dan menghaluskan dorongan-dorongan dan perasaan anti-sosialnya.46

45 Ibid.
46 Ibid.
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f. Teori Rancangan Pathologis (Pathological Simulation Seeking)

Herbert C. Quay mengemukakan teori kriminalitas yang didasarkan pada

observasi bahwa banyak kejahatan yang nampak memberikan seseorang perasaan

gempar dan getaran hati atau sensasi. Kriminalitas merupakan manifestasi

“banyak sekali kebutuhan bagi peningkatan atau perubahan-perubahan dalam pola

stimulasi si pelaku”. Abnormalitas primer oleh karenanya dianggap sebagai

sesuatu yang terletak dalam respon psikologis seseorang pada masukan indera.

Berarti perilaku kriminal merupakan salah satu respon psikologis sebagai salah

satu alternatif perbuatan yang harus ditempuh. Lebih spesifik lagi telah

dihipotesakan bahwa para kriminal memiliki sistem urat syarat yang hiporeaktif

terhadap rangsangan.47

Beberapa bahasan dari teori rangsangan pathologis yang perlu mendapat

perhatian:

1) Anak-anak pradelinkuen cenderung membiasakan diri terhadap hukuman yang

diterimanya dan rangsangan ini dengan mudah menambah frustasi dikalangan

orang tua. Pola ini kemudian bergerak dalam lingkungan interaksi negatif

“orang tua dan anak” yang pada gilirannya membentuk remaja dan orang

dewasa yang bersifat bermusuhan, memendam rasa benci dan anti sosial.

Kecenderungan mencuri rangsangan pathologis ini merupakan bagian dari

gambaran kriminal.

2) Kriminal dilakukan dengan sistem urat syarat yang diporeaktif dan otak yang

kurang memberi respon, keadaan demkian tidak terjadi dalam vakum,

47 Ibid.
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melainkan berinteraksi dengan tujuan tempat tinggal tertentu dimana individu

hidup dalam pergaulan.

3) Interaksi orang-orang keadaan meliputi hipotesa:

a. Bahwa respon parental yang negatif dan tidak konsisten terhadap perilaku

mencari rangsangan atau stimuli sang anak, merupakan daya etiologis

dalam perkembangan kecenderungan-kecenderungan kriminalitas

selanjutnya.

b. Bahwa abnormalitas psikologis sang anak akan menyulitkan baginya

mangantisapasi konsekuensi yang menyakitkan atas perbuatannya.

Kedua faktor di atas merupakan faktor yang memberi kontribusi kepada siklus

yang merugikan dalam interkasi orang tua anak yang bersifat negatif yang pada

gilirannya berkulminasi pada pola kriminalitas berat. Christopher Mehew dalam

penelitiannya mengenai kriminal dan prikologis menemukan adanya pengaruh

kejiwaan terhadap perilaku jahat yang disimpulkan sebagai tingkat kedewasaan

yang terhambat (emotional-immaturity) dan ternyata kondisi ini dipengaruhi oleh

masalah-masalah keluarga yaitu disharmonie home dan broken home.48

g. Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory)

Landasan berpikir teori ini menitikberatkan pada utilitas atau pemanfaatan yang

diantisipasi mengenai taat pada hukum lawan perilaku melawan hukum.

Pendukung semula teori pilihan rasional, Gary Becker menegaskan bahwa akibat

pidana merupakan fungsi, pilihan-pilihan langsung serta keputusan-keputusan

yang dibuat relatif oleh para pelaku tindak pidana bagi yang terdapat baginya.

48 Ibid.
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Pilihan rasional berarti pertimbangan-pertimbangan yang rasional dalam

menentukan pilihan perilaku yang kriminal atau non kriminal, dengan kesadaran

bahwa ada ancaman pidana apabila perbuatannya yang kriminal diketahui dan

dirinya diprotes dalam peradilan pidana. Apabila demikian seolah-olah semua

perilaku kriminal adalah keputusan rasional.49

3. Obyek Studi Kriminologi

Secara umum, obyek studi kriminologi adalah :

a. Kejahatan, Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Yang dipelajari terutama

adalah peraturan perundang-undangan (pidana), yaitu norma-norma termuat

didalam peraturan pidana. Pelaku, yaitu orang yang melakukan kejahatan atau

sering disebut “penjahat”. Studi terhadap pelaku ini terutama dilakukan oleh

kriminologi positivis dengan bertujuan mencari sebab-sebab orang melakukan

kejahatan.

b. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku, bertujuan untuk

mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-

perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang merugikan

atau membahayakan masyarakat luas.

4. Pembagian Kriminologi

Pembagian kriminologi ini menurut A.S. Alam terbagi dalam 2 (dua) golongan

besar, yakni:

49 Ibid.
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a. Kriminologi Teoritis

Secara teoritis pembagian kriminologi ini dapat dipisahkan dalam 5 (lima)

cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuan

mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis. 50

1) Antropologi Kriminal

Antropologi kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari

tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas  dari seorang penjahat. Misalnya,

menurut Lambroso ciri seorang penjahat di antaranya tengkoraknya

panjang, rambut lebat, tulang pelipis menonjol keluar, dahinya moncong

dan seterusnya.51

2) Sosiologi Kriminal

Sosiologi kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang

kejahatan sebagai gejala sosial. Yang termasuk dalam kategori sosiologi

kriminal adalah:

a. Etiologi sosial, yaitu ilmu yang mempelajari sebab-sebab timbulnya

suatu kejahatan.

b. Geografis, yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbalbalik antara

letak suatu daerah dengan kejahatan.

c. Klimatologis, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik

antara cuaca dan kejahatan.52

50 A.S. Alam, Op. Cit., hlm. 4-7.
51 Ibid.
52 Ibid.
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3) Psikologi Kriminal

Psikologi Kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari

kejahatan dari sudut pandang jiwa, yang termasuk dalam golongan ini

adalah :

a. Tipologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang golongan-

golongan penjahat.

b. Psikologi sosial kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari

dari segi ilmu jiwa sosial.53

4) Psikologi dan Neuro Phatologi Kriminal

Psikologi dan Neuro Phatologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan yang

mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa/gila.54

5) Penologi

Penologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti

dan faedah hukum.55

b. Kriminologi Praktis

Kriminologi praktis adalah ilmu pengetahuan yang berguna untuk

memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat,dengan kata lain

kriminologi praktis adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang diamalkan.

Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini adalah:

1. Hyiene Kriminal

Hyiene kriminal yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk

memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan.

53 Ibid.
54 Ibid.
55 Ibid.
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2. Politik Kriminal

Politik kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana caranya

menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat

menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan

lagi.

3. Kriminalistik

Kriminalistik adalah ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan

penangkapan pelaku kejahatan. 56

B. Tinjauan Umum Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Masalah sosial merupakan suatu kondisi yang terlahir dari sebuah keadaan

masyarakat yang tidak ideal. Selama dalam suatu masyarakat masih dijumpai

adanya kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi secara merata, maka masalah

sosial akan selalu ada. Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-

unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok

sosial. Unsur-unsur yang ada di masyarakat dapat menimbulkan gangguan

terhadap hubungan sosial jika mengalami suatu gesekan atau bentrokan.

Akibatnya, kehidupan suatu masyarakat atau kelompok akan goyah.

Kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan norma-norma sosial,

sehingga masyarakat menetangnya. Masyarakat modern yang sangat kompleks

menumbuhkan keinginan-keinginan materiil tinggi, dan sering disertai ambisi-

ambisi sosial yang tidak sehat. Dambaan pemenuhan kebutuhan yang berlebihan

56 Ibid.
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tanpa didukung oleh kemampuan untuk mencapainya secara wajar akan

mendorong individu untuk melakukan tindak kriminal. Maka dari itu diperlukan

lebih lanjut kajian tentang pengertian dan penyebab terjadinya kejahatan sehingga

pada akhirnya kita dapat mengetahui dampak dan solusi terhadap kriminalitas,

agar norma sosial dan kepentingan masyarakat dapat tetap terjaga dengan baik.

A. S. Alam dalam mendefenisikan kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang

pandang, yaitu:

a. Sudut Pandang Hukum

Batasan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar

hukum pidana. Dalam hal ini bagaimana pun jeleknya suatu perbuatan

sepanjang perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan pidana maka

perbuatan itu tetap sebagi perbuatan yang bukan kejahatan.

b. Sudut Pandang Masyarakat

Batasan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-

norma yang masih hidup dalam masyarakat seperti adat istiadat, agama,

kesusilaan dan sebagainya. 57

Selain itu ada juga beberapa definisi kejahatan menurut para ahli, diantaranya:

1) B. Simandjuntak

Kejahatan merupakan suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas,

tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam

masyarakat.

57 A.S. Alam, Op. Cit., hlm. 14.
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2) Van Bammelen

Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, dan

menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu,

sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan

penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan

karena kelakuan tersebut.

3) R. Soesilo

Membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan

secara sosiologis adalah dengan cara ditinjau dari segi yuridis, yang dimana

pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan

dengan undang- undang. Serta ditinjau dari segi sosiologis, perbuatan atau

tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan

masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

4) J. M. Bemmelem

Kejahatan sebagai suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian,

ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat

kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan

hukuman kepada penjahat.

5) M. A. Elliat

Kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku

yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman

mati dan hukuman denda dan seterusnya.58

58 A. Gumilang, Kriminalistik “Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan”, Bandung:
Angkasa, 1993, hlm. 4.
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6) W. A. Bonger

Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh

tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan.

7) Paul Moedikdo Moeliono

Kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau

patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan,

menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan (negara bertindak).

8) Romli Atmasasmita

Dalam membahas kejahatan yang menjadi pertimbangan ialah:

a. Bahwa istilah “kejahatan” seharusnya dipergunakan dalam “bahasa teknis”

yang erat hubungannya dengan tingkah laku yang merupakan kejahatan

(dalam pengertian hukum).

b. Tingkah laku tersebut, jika terbukti adalah merupakan kejahatan, terlepas

dari apakah terhadap kejahatan tersebut berhubungan dengan salah satu

instansi lain atau tidak sama sekali. 59

2. Klasifikasi Kejahatan

Kejahatan dapat diklasifikasikan atas beberapa golongan berdasarkan

pertimbangan sebagai berikut:

a. Berdasarkan Motif Pelakunya

1) Kejahatan ekonomi (economic crime);

2) Kejahatan seksual (sexsual crime);

3) Kejahatan politik (political crime);

59 Romli A, Kriminologi, Bandung: Mandar Maju, 1997. hlm. 67.
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4) Kejahatan lain-lain (miscelianeaous crime). 60

b. Berdasarkan Berat/Ringan Ancaman Pidana

1) Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut dalam buku II KUHP,

seperti pembunuhan, pencurian, dan lain-lain.

2) Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut dalam buku III

KUHP. 61

c. Kepentingan statistik

1) Kejahatan terhadap orang, misalnya pembunuhan, penganiayaan, dan lain-

lain.

2) Kejahatan  terhadap harta benda, misalnya pecurian dan perampokan.

3) Kejahatan terhadap kesusilaan umum, misalnya perbuatan cabul dan

pengedaran gambar/vcd porno. 62

d. Kepentingan Pembentukan Teori

Penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan. Kelas-kelas

kejahatan dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara melakukan

kejahatan, teknik-tenik dan organisasinya serta timbulnya kelompok-kelompok

yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut. Pengolongannya

adalah sebagai berikut :

1) Profesisonal crime, adalah kejahatan yang dilakukan sebagi mata

pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu.

2) Organized crime, adalah kejahatan yang terorganisir.

60 A. Gumilang, Op. Cit., hlm. 4.
61 Ibid.
62 Ibid.
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3) Occupational crime, adalah kejahatan karena adanya kesempatan.63

e. Ahli-ahli sosiologi

Berdasarkan ahli-ahli sosiologi, kejahatan digolongkan menjadi :

1) Kejahatan kekerasan terhadap orang

2) Kejahatan harta benda karena kesempatan

3) Kejahatan karena kedudukan

4) Kejahatan politik

5) Kejahatan terhadap ketertiban umum

6) Kejahatan konvensional

7) Kejahatan terorganisir

8) Kejahatan yang dilakukan sebagai profesi.64

3. Statistik Kejahatan

Statistik merupakan kumpulan bahan keterangan data, baik yang berwujud angka

(data kuantitatif) maupun yang tidak berwujud angka (data kualitatif. Menurut

A.S Alam, statistik kejahatan dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

a. Kejahatan Tercatat

Statistik tercatat adalah angkah-angka kejahatan yang terjadi di suatu tempat

dalam waktu tertentu. Statistik kejahatan mengacu kepada angka-angka

kejahatan yang dilaporkan kepada polisi. Instansi-instansi penegak hukum

lainnya seperti kejaksaan, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan juga

63 Ibid.
64 Ibid.
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memiliki statistik kejahatan, tetapi statistik kepolisianlah yang dianggap paling

lengkap karena kepolisan merupakan tombak awal penanganan kejahatan. 65

b. Kejahatan Terselubung

Kejahatan yang terjadi dalam masyarakat sesungguhnya lebih banyak dari pada

data yang ada di kepolisian. Selisih antara jumlah kejahatan yang sebenarnya

terjadi di masyarakat dengan jumlah kejahatan yang diketahui oleh polisi

disebut kejahatan tersembunyi.66

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan terselubung dalam

masyarakat ialah :

1. Pihak pelaku, merupakan salah satu sumber penyeb karena beberapa action

pelaku seperti melarikan diri,  lihai menghilangkan jejak dan adanya hak-hak

istimewa yang ia dapatkan karena mempunyai uang yang banyak serta

kedudukan yang tinggi.

2. Pihak korban, merupakan salah satu sumber penyebab karena alasan, korban

kejahatan kadang kala menganggap tidak terlalu penting melaporkan kejadian

yang merugikan dirinya sendiri itu, korban malu atas publikasi dirinya seperti

kasus pemerkosaan, korban diancam oleh pelaku kejahatan, serta

ketidakpercayaan terhadap proses hukum yang ada.

3. Pihak kepolisian, walaupun salah satu dari instansi penegak hukum tidak

dipunggkiri pihak kepolisian merupakan salah satu sumber penyebab terjadinya

kejahatan terselubung karena alasan pihak kepolisian tidak mau menangkap

pelaku kejahatan karena bukti-bukti yang kurang, kejahatan yang dilaporkan

65 Ibid.
66 Ibid.
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setelah diadakan peyelidikan ternyata bukan tindak pidana, pihak kepolisian

yang tidak jujur serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.

4. Pihak masyarakat, sering terjadinya kejahatan yang terselubung juga

disebabkan masyarakat yang terkadang acuh tak acuh terhadap suatu kejahatan

yang terjadi di sekitarnya, takut kepada pelaku kejahatan, takut dianggap

terlibat dalam kejahatan serta masyarakat beranggapan hanya membuang-

buang waktu dengan melaporkan kejadian yang terjadi.67

C. Tinjauan Umum Anak

1. Pengertian Anak

Terdapat berbagai komponen yang produktif yang memiliki potensi di dalam

upaya mendukung pembangunan nasional, namun ada suatu komponen yang

sangat penting yang sangat dibutuhkan agar dalam pembangunan dapat berjalan

berkesinambungan namun juga sering diabaikan dalam masyarakat, yaitu anak.

Anak merupakan cikal bakal yang berpotensi untuk dididik menjadi manusia yang

dewasa, kreatif, dan produktifuntuk ikut andil dalam pembangunan bangsa dan

negara.

Anak-anak harus dilindungi atau alasan perlindungan anak baik dari segi sosial

maupun hukum yang berlaku, jika anak tersebut melakukan suatu tindak pidana,

karena perlindungan anak merupakan sutau usaha untuk menciptakan suatu

kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak

secara manusiawi. Perlindungan anak juga merupakan perwujudan adanya

67 Ibid.
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keadilan dalam suatu masyarakat.68 Oleh karena itu anak harus diperhatikan serta

dididik sesuai dengan peranan mereka sebagai generasi penerus.Perhatian

terhadap anak pada hakikatnya sudah dimulai pada akhir abad ke 19, dimana anak

dijadikan sebagai obyek yang dipelajari secara ilmiah.69

Anak merupakan bagian dari generasi penerus bangsa sebagai salah satu sumber

daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa

yang memerlukan pembinaan, perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan

dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, seimbang,

dan yang utama memberi perlindungan dari segala kemungkinan yang akan

membahayakan mereka dan bangsa di masa depan,70 menjadi kewajiban bagi

generasi terdahulu untuk menjamin, memberi, memelihara, dan mengamankan

kepentingan anak agar dalam perkembangan diri anak tidak terganggu oleh

adanya gangguan dari luar yang dapat mempengaruhi kehidupan anak untuk

selanjutnya yang dapat merugikan anak itu sendiri, keluarganya, masyarakat, serta

bangsa dan negara. Dengan seringnya anak menjadi korban dalam kasus

pornografi, ini membuat risaunya negara, negara ingin anak tumbuh dan nantinya

membuat negara maju.

Penjelasan diatas sudah sangat menjelaskan bagaimana pentingnya seorang anak

bagi kemajuan negara. Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang

harus dijaga dengan baik, dalam tumbuh kembangnya menjadi manusia dewasa,

anak juga memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, yang perlu

68 Moch Faisal Salam, Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesiacet ke-1, Bandung: Mandar
Maju, 2005, hlm. 3.
69 Wigiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak cet ke-1, Bandung: Rafika Aditama, 2006, hlm.5

70 Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 98.
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mendapat perlindungan dan perhatian secara khusus, agar anak dapat bertumbuh

kembang secara baik dan berkualitas sebagai generasi penerus bangsa.

Perlindungan hak anak kurang mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk

langkah-langkah kongkrit perlindungan terhadap hak-hak anak. Demikian juga

upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar oleh negara, orang dewasa

atau bahkan orang tuanya sendiri.71

Proses pendidikan anak dapat dilakukan secara formal maupun informal. Secara

formalnya anak dididik di sekolah dimana anak tersebut menuntut ilmu,

sedangkan informalnya anak tersebut mendapatkan pendidikan dirumah bersama

keluarganya ataupun ditempat-tempat pendidikan yang bukan sekolah. Setiap

anak memang cenderung memiliki sifat jahil, iseng dan nakal terhadap

keluarganya ataupun teman-temannya, yang memang hal tersebut adalah hal yang

wajar didalam perkembangan anak. Masalah kemudian muncul ketika kenakalan

anak tersebut menjadi berlebihan yang menjurus kearah tindak pidana yang secara

tidak langsung dapat merusak moral anak tersebut dimasa yang akan datang, hal

ini adalah masalah kita bersama sehingga sedini mungkin tanamkanlah hal-hal

yang berdampak positif terhadap anak didalam menjalankan kehidupan sosialnya

sebagai anak.72

Perkembangan jaman salah satu hal yang sangat berperan penting bagi

perkembangan anak dimasa depan, namun perkembangan jaman juga sangat

riskan membawa anak terjerumus kedalam hal-hal yang merugikan jika kita

71 Absori, Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia Pada Era
Otonomi Daerah, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008,
hlm.14.
72 Ibid.
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sebagai orang dewasa ataupun orangtua salah dalam memberikan pengertian

terhadap segala bentuk perkembangan jaman, sebagai contoh handphone, jaman

sekarang anak yang masih duduk di taman kanak-kanak pun sudah mengetahui

bagaimana mempergunakan handphone serta mengakses internet, ini bisa

berdampak baik namun juga bisa berdampak buruk, hal yang berdampak buruk

inilah yang harus dicegah, misalnya saja di handphone ada fitur yang bisa dipakai

anak untuk memutar video porno, dan bukan tidak mungkin karena rasa

keingintauannya anak tersebut menirukan apa yang ada dalam adegan video porno

yang ditontonnya tersebut yang sepantasnya dilakukan oleh orang dewasa yang

sudah kawin.73

Handphone didalam perkembangannya sangat membangkitkan rasa ingintahu

anak terhadap teknologi, sebetulnya hal ini sangatlah baik bagi perkembangan

ilmu pengetahuan anak, namun disatu sisi rasa keingintahuan anak yang

berlebihan serta sifat anak yang suka iseng dan jahil bisa saja membuat anak

tersebut melakukan tindakan pidana yang belakangan ini banyak kasus pencurian

handphone yang dilakukan oleh anak-anak.

Masalah kenakalan anak dewasa ini tetap merupakan persoalan yang aktual,

hampir di semua negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Perhatian terhadap

masalah ini telah banyak dicurahkan pemikiran, baik dalam bentuk diskusi-diskusi

maupun dalam seminar yang mana telah diadakan oleh organisasi atau

instansipemerintah yang erat hubungan dengan masalah ini. Adapun proses

pembinaan anak dapat dimulai dalam suatu kehidupan keluarga yang damai dan

sejahtera lahir dan batin. Pada dasar kesejahteraan anak tidak sama, tergantung

73 Ibid.
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dari tingkat kesejahteraan orang tua mereka. Kita dapat melihat di negara kita

masih banyak anak yang tinggal di daerah kumuh dan diantaranya harus berjuang

mencari nafkah untuk membantu keluarga.

Kemiskinan, pendidikan yang rendah, keluarga yang berantakan dan lingkungan

pergaulan akan mempengaruhi kehidupan atau pertumbuhan seorang anak dan hal

tersebut merupakan dasar yang melatarbelakangi seorang anak untuk melakukan

tindak pidana atau kejahatan. Menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan

dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan

segala ciri dan sifatnya yang khas.Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri

langkah perbuatan berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan

disekitar dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu anak nakal, orang tua

dan masyarakat sekitarnya seharusnya lebih bertanggungjawab terhadap

pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku tersebut.

Mengingat sifatnya yang khusus yang memberikan landasan hukum yang bersifat

nasional bagi generasi muda melalui tatanan peradilan khusus bagi anak-anak

yang mempunyai perilaku yang menyimpang dan melakukan pelanggaran hukum.

Memberikan pengayoman dalam upaya pemantapan landasan hukum sekaligus

memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak Indonesia yang mempunyai

sifat perilaku menyimpang, karena dilain pihak mereka merupakan tunasbangsa

yang diharapkan berkelakuan baik dan bertanggungjawab.74

Perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius

karena bagaimana pun anak-anak ini adalah masa depan suatu bangsa. Dalam

74 Ibid.
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pengambilan keputusan, hakim harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil

akan dapat menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur

anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga

masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.

2. Teori-Teori Sebab Terjadinya Perilaku Jahat Anak

Perilaku jahat anak merupakan gejala penyimpangan dan patologis secara sosial

itu juga dapat dikelompokkan dlam satu kelas defektif secara sosial, dan

mempunyai sebab-musabab yang majemuk, jadi sifatnya multi-kausal.

Ada beberapa penggolongan teori mengenai sebab terjadinya perilaku jahat

meliputi:

a. Teori Biologi

Tingkah laku sosiopatik atau delikuen pada anak-anak dan remaja dapat

muncul karena faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang, juga

dapat oleh cacat jasmani yang dibawa sejak lahir. Kejadian ini berlangsung :

1) Melalui gen atau plasma pembawa sifat dan keturunan, atau melalui
kombinasi gen, dapat juga disebabkan oleh tidak adanya gen tertentu,
yang semuanya bisa memunculkan penyimpangan tingkah laku, dan
anak-anak menjadi delikuen secara potensial.

2) Melalui pewarisan tipe-tipe kecenderungan yang luar biasa (abnormal),
sehingga membuahkan tingkah laku delikuen.

3) Melalui pewarisan kelemahan konstitusi anal jasmaniah tertentu yang
menimbulkan tingkah laku delikuen atau sosiopatik.75

b. Teori Psikogenesis

Teori ini menekankan sebab-sebab tingkah laku delikuen anak-anak dari aspek

psikologis atau isi kejiwaannya. Antara lain faktor intelegensi, ciri kepribadian,

75 Kartini Kartono, Patologi Sosial, Kenakalan Remaja, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008,
hlm. 16.
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motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang

keliru, konflik batin, emosi yang kontroversal, kecenderungan psikopatologis,

dan lain-lain. Kurang lebih 90 % dari jumlah anak-anak berperilaku jahat

berasal dari kalangan keluarga berantakan (broken home). Kondisi keluarga

yang tidak bahagian dan tidak beruntung, jelas membuahkan masalah

psikologis personal dan adjusment (penyesuaian diri) yang terganggu pada diri

anak, sehingga mereka mencari kompensasi di luar lingkungan keluarga guna

memecahkan kesulitan batinnya dalam bentuk perilaku jahat. Ringkasnya,

perilaku jahat anak-anak merupakan reaksi terhadap masalah psikis anak-anak

itu sendiri.76

c. Teori Sosiogenesis

Landasan berpikir teori ini menyatakan bahwa penyebab tingkah laku jahat

pada anak-anak adalah murni sosiologis atau sosial-psikologis sifatnya.

Misalnya disebabkan oleh pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan

kelompok, peranan sosial, status sosial atau internalisasi simbolis yang keliru.

Sebab-sebab perilaku jahat itu tidak hanya terletak pada lingkungan keluarga

dan tetangga saja, akan tetapi terutama sekali, disebabkan oleh konteks

kulturalnya. Perilaku jahat anak-anak itu jelas di pupuk oleh lingkungan sekitar

yang buruk dan jahat, ditambah kondisi sekolah yang kurang menarik bagi

anak-anak bahkan adakalanya justru merugikan perkembangan pribadi anak.

Karena itu, konsep-kunci untuk dapat memahami sebab-sebab terjadinya

76 Ibid.



48

kejahatan anak itu ialah pergaulan dengan anak-anak muda lainnya yang sudah

berperilaku jahat.77

d. Teori Subkultural Delikuensi

Teori subkultural ini, perilaku jahat ialah sifat-sifat suatu struktur sosial dengan

pola budaya (subkultural) yang khas dari lingkungan familial, tetangga dan

masyarakat yang dialami oleh para anak yang berperilaku jahat tersebut.

Sifat-sifat masyarakat yang dialami oleh para anak yang berperilaku jahat

ialah:

1) Punya populasi yang padat

2) Status sosial-ekonomis penghuninya rendah

3) Kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk

4) Banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.78

Sumber utama kemunculan perilaku jahat anak adalah subkultural-subkultural

perilaku jahat dalam konteks yang lebih luas dari kehidupan masyarakat.

Ringkasnya, ditengah masyarakat modern sekarang, saat tidak semua kelompok

sosial mendapatkan kesempatan yang sama untuk menapak jalan masuk menuju

kekuasaan-kekayaan dan berbagai keuntungan, anak-anak dari kelas ekonomi

terbelakang dan lemah mudah menyerap etik yang kontradiktif dan kriminal, lalu

menolak konvensi umum yang berlaku, mereka menggunakan respon kriminal.

Maka tingkah laku jahat anak-anak itu merupakan reaksi terhadap kondisi sosial

yang ada.79

77 Ibid., hlm. 18.
78 Ibid.
79 Ibid.



49

D. Tinjauan Umum Pornografi

1. Konsep Pornografi

Konsep pornografi cakupannya sangat luas. Menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia80, pornografi adalah “pengambaran tingkah laku secara erotis dengan

membangkitkan nafsu birahi”. Black’s Law Dictionary juga mengartikan

pornografi sebagai kemiripan dari sudut pandang etimologis. Sebagaimana

diketahui, istilah pornografi berasal dari dua kata yaitu pornos dan grafi.  Pornos

artinya suatu perbuatan asusila atau tidak senonoh atau cabul. Sedangkan grafi

adalah gambar atau tulisan yang dalam arti luas termasuk benda-benda.

Objek pornografi tersebut sesuai dengan hukum normatif tentang tindak pidana

pornografi dalam KUHP.  Dari pengertian ini,  dapat  disimpulkan bahwa

pornografi adalah rangkaian objek yang melekat  pada benda, seperti tulisan dan

gambar melekat pada kertas, baik berupa lembaran kertas maupun berwujud

dalam bentuk buku atau majalah, dan sebagainya yang bertujuan untuk

membangkitkan nafsu birahi. Dalam KUHP yang mengatur tentang kejahatan

terhadap kesusilaan tidak mennyebutkan secara eksplisit benda pornografi. Oleh

karena itu, berdasarkan salah satu pertimbangan di atas maka pada september

2008 Presiden menugaskan Menteri Agama, Menteri Komunikasi dan

Informatika, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Menteri Pemberdayaan

Perempuan untuk membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Pornografi

bersama dengan Panitia Khusus DPR. 81

80 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
cet 3, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 696.
81 Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005,
hlm. 22.
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Draf final RUU tersebut disahkan pada tanggal 23 September 2008 dan dinamai

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-undang ini

terdiri dari 8 Bab dan 45 Pasal. Produk aturan tersebut ditujukan untuk

melindungi perempuan dan anak-anak dari kejahatan pornografi. Menurut

Undang-Undang Pornografi, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto,

tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh,

atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau

pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang

melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.82

2. Bentuk-bentuk Porno

Secara garis besar dalam wacana masalah tindakan pencabulan terdapat beberapa

bentuk porno, yaitu : pornografi, pornoaksi, pornoteks, pornosuara dan

pornomedia.83

a. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar

bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya

melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka

umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma

kesusilaan dalam masyarakat.84

b. Pornoaksi adalah suatu penggambaran aksi gerakan, lenggokan, liukan tubuh,

penonjolan bagian-bagian tubuh yang dominan memberikan rangsangan

seksual yang tidak disengaja atau disengaja untuk memancing bangkitnya

82 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pornografi.
83 Burhan Bungin, Pornomedia Konstruksi Teknologi Telematika, Jakarta: Prenada Media, 2003,
hlm. 124.
84 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
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nafsu seksual bagi yang melihatnya. Pornoaksi pada awalnya adalah aksi-aksi

obyek seksual yang dipertontonkan secara langsung dari seseorang kepada

orang lain, sehingga menimbulkan rangsangan seksual bagi seseorang

termasuk menimbulkan histeria seksual di masyarakat.85

c. Pornoteks adalah karya pencabulan yang mengangkat cerita berbagai versi

seksual dalam bentuk narasi, testimonial, atau pengalaman pribadi secara detail

dan vulgar, sehingga pembaca merasa ia menyaksikan sendiri, mengalami atau

melakukan sendiri peristiwa tersebut.

d. Pornosuara adalah suara, tuturan, kata-kata dan kalimat-kalimat yang

diucapkan seseorang yang langsung atau tidak langsung, bahkan secara halus

atau vulgar tentang objek seksual atau aktifitas seksual. Pornosuara ini secara

langsung atau tidak langsung memberikan gambaran tentang objek seksual

maupun aktifitas seksual kepada lawan bicara atau pendengar, sehingga

berakibat kepada efek rangsangan seksual terhadap orang yang mendengar atau

penerima informasi seksual itu.86

3. Peraturan Perundang-undangan yang Melarang Kegiatan Pornografi

Pasal 29 sampai Pasal 38 Undang-Undang Pornografi merupakan penjabaran dari

norma hukum dalam menegakkan nilai-nilai moral kesusilaan sehingga

masyarakat terhindar dari pornografi. Pasal 33 menjabarkan perbuatan yang

dilarang karena menyangkut dan berhubungan dengan pornografi yang dimuat

dalam sepuluh pasal undang-undang tersebut, yang terdiri dari:

85 Burhan Bungin., Loc. Cit., hlm. 125.
86 Ibid, hal. 125.
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a) Tindak pidana pornografi memproduksi, membuat, memperbanyak,

menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor,

menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi

(Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1)). Dalam Pasal tersebut terdapat 12 bentuk

perbuatan yang dilarang terhadap objek pornografi.

b) Tindak pidana menyediakan jasa pornografi (Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat (2)).

c) Tindak pidana meminjam atau mengunduh produk pornografi (Pasal 31 jo.

Pasal 5).

d) Tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki

atau menyimpan produk pornografi (Pasal 32 jo. Pasal 6) Dalam Pasal tersebut

terdapat 6 bentuk perbuatan yang dilarang terhadap objek pornografi.

e) Tindak pidana mendanai atau memfasilitasi perbuatan memproduksi, membuat

dan lainya ponografi (Pasal 33 jo. Pasal 7).

f) Tindak pidana sengaja menjadi objek atau model yang mengandung muatan

pornografi (Pasal 34 jo. Pasal 8).

g) Tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang

mengandung muatan pornorafi (Pasal 35 jo. Pasal 9).

h) Tindak pidana mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di

muka umum (Pasal 36 jo. Pasal 10).

i) Tindak pidana melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau menjadikan objek

dalam tindak pidana pornografi (Pasal 37 jo. Pasal 11).

j) Tindak pidana mengajak, membujuk dan lainnya anak dalam mengunakan

produk atau jasa pornografi ( Pasal 38 jo. Pasal 12), dalam tindak pidana ini,

terdapat 7 perbuatan yang dilarang.
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k) Tindak pidana yang sengaja di depan orang lain dan terbuka melanggar

kesusilaan (Pasal 281 KUHP) diancam pidana penjara 2 yahun 8 bulan atau

denda paling banyak Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

l) Tindak pidana yang berbuat menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan

di muka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya

melanggar kesusilaan atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan atau

ditempel di muka umum, dst (Pasal 282 KUHP) diancam pidana penjara paling

lama 1 tahun 6 bulan atau denda paling tinggi Rp. 4.500,- (empat ribu lima

ratus rupiah).

m) Tindak pidana mendistribusikan dan/atau menstransmisikan atau membuat

dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan

melanggar kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1)) dipidana dengan

pidana penjara paling lama 6 bulan dan/atau paling banyak Rp. 1.000.000.000,-

(satu miliar rupiah). 87

n) Tindak pidana yang menawarkan, memberikan untuk terus-menerus maupun

untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran

atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau

mengugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa dan yang

diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa umurnya belum 17 (tujuh belas)

tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu diketahuinya (Pasal 283

KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda

paling banyak Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah).

87 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.



54

E. Pengertian Media Elektronik

Media cetak merupakan sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara

berkala seperti surat kabar, majalah dan lain sebagainya. 88 Mengenai pengertian

media elektronik, secara etimologi terdiri dari dua kata yaitu “media” dan

“elektro”. Media adalah alat (sarana) komunikasi seperti koran, majalah, radio,

televisi, film, poster, dan spanduk yg terletak di antara dua pihak perantara

penghubung.89 Sedangkan pengertian “elektronik” berarti alat yang dibuat

berdasarkan prinsip elektronika, hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang

dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.90

Media elektronik merupakan sarana penghubung/perantara yang dibuat

menggunakan prinsip elektronika, yang terletak diantara dua pihak, yang dapat

digunakan untuk menyalurkan informasi diantara kedua pihak tersebut dengan

karakteristik penyampaian informasi dan reaksi yang singkat. Adapun yang

termasuk dalam media elektronik adalah komputer, televisi, telfon genggam,

radio, laptop, dan lain-lain. Koran, majalah, dan spanduk tidak termasuk ke dalam

kelompok media elektronik karena ketiga media tersebut tidak dibuat berdasarkan

prinsip elektronika seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai

dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif, karena di satu sisi

memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban

manusia, namun di sisi lain menjadi sarana efektif perbuatan melanggar hukum.

Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan pola

88 Sumber: http://Kbbi.Web.Id/Media diunduh pada Sabtu 20 Mei 2017, pukul 00.55 WIB.
89 Ibid.
90 Sumber: http://Kbbi.Web.Id/Elektronik diunduh pada Sabtu 20 Mei 2017, pukul 01.00 WIB.
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hidup masyarakat secara global, dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas,

serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan.

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan beragam jasa di bidang

teknologi informasi dan komunikasi dengan berbagai fasilitasnya. Bangsa

Indonesia yang sedang tumbuh dan berkembang menuju masyarakat industri yang

berbasis teknologi informasi, dalam beberapa hal masih tertinggal. Kondisi ini

disebabkan karena masih relatif rendahnya sumber daya manusia di Indonesia

dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini,

termasuk kemampuan dalam menghadapi masalah hukum yang timbul. Salah satu

dampak negatif yang timbul adalah tingginya tingkat kejahatan.91

91 Agus Raharjo, Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi,
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002,hlm. 35.



III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan

dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum. Pendekatan ini

berguna untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar

terhadap permasalahan yang akan dibahas.

92

b. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan

pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.

Pada penelitian ini kriminologis ini peneliti melakukan wawancara dengan

Ahli Kriminologi dan Lembaga Advokasi Anak Indonesia untuk mendapatkan

gambaran rinci tentang analisis kriminologis terjadinya kejahatan pornografi

terhadap anak melalui media elektronik (Chat Sex).

92 Soejono dan H. Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 56.
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B. Sumber dan Jenis Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

Data Primer dan Data Sekunder meliputi data yang akan diklasifikasikan sebagai

berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan

penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan responden, pihak-pihak

yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu Dr. Psikologi, Penyidik

Polda Bandar Lampung, Lembaga Advokasi Anak Indonesia dan Dosen

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber

hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder

dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan  Hukum  Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana);

2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik;
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b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer antara lain, Kepres RI Nomor 77 Tahun

2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini,

meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum, dan

lainnya yang berupa, penelusuran internet, jurnal, surat kabar, dan tulisan-

tulisan ilmiah non hukum yang berkaitan dengan judul skripsi.

C. Penentuan Populasi dan Sample

Populasi yang akan diteliti oleh peneliti dalam skripsi ini adalah Dr. Psikologi,

Penyidik Polda Bandar Lampung, Lembaga Advokasi Anak Indonesia dan Dosen

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila yang sudah dijelaskan pada data

primer.

Adapun sample pada penelitian ini adalah:

1. Penyidik Polda Bandar Lampung : 1 Orang

2. Direktur Lembaga Advokasi Anak Lampug : 1 Orang

3. Dr. Psikologi Universitas Gadjah Mada : 1 Orang

4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 1 Orang +

Jumlah : 4 Orang
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D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk memecahkan masalah yang

ada sehingga data-data tersebut harus benar-benar dapat dipercaya dan akurat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui langkah-langkah

sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal

dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam

penelitian.93 Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder

dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan,

buku-buku, dan literatur.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara

(interview) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai

data dan infomasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas

dalam penelitian. 94

2. Prosedur Pengolahan Data

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Seleksi data, adalah pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi

pustaka, dokumen, dan studi putusan sudah dianggap lengkap, relevan, jelas,

tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

93 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004,
hlm. 81.

94 Ibid, hlm. 86
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b. Klasifikasi data, adalah menyusun ulang data secara teratur, beruntun, logis

sehingga mudah dipahami dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan data, adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika

bahasan berdasarkan urutan masalah.

E. Analisis Data

Penelitian ini hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode

analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-

kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan

efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.95

Analisis data dilakukan dengan mengkontruksikan data dalam bentuk kalimat-

kalimat yang jelas sehingga tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan

pembahasan sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang akurat untuk menjawab

permasalahan yang sedang diteliti.

95 Ibid, hlm. 127.



V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini maka

dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya kejahatan pornografi terhadap anak melalui media

elektronik disebabkan oleh beberapa faktor yakni: faktor kejiwaan, faktor

lingkungan, faktor ekonomi, serta faktor teknologi yang sangat berpengaruh.

Penyebab dari luar (eksternal), yaitu mencakup lingkungan, ekonomi, dan

teknologi yang membuat anak-anak merasa ingin mempelajarinya lebih dalam

dan faktor penyebab dari dalam (internal), yaitu faktor kejiwaan karena adanya

ketidakmampuan anak dalam melakukan penyesuaian sosial atau beradaptasi

terhadap nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat

2. Upaya penanggulangan terjadinya kejahatan pornografi terhadap anak melalui

media elektronik terdiri dari upaya penal dan non penal. Upaya penal terdiri

dari dengan hukuman penjara, yang dimana saat putusan akhir si anak tetap di

kembalikan kepada orangtua, tetapi jika si anak melakukannya kembali dengan

berat hati si anak dimasukan kedalam penjara dengan kesalahan atas UU ITE

yang dimana melanggar kesusilaan. Sedangkan upaya non penal terdiri dari

adanya sosialisasi kesekolah-sekolah pada waktu upacara pagi yang dimana itu
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menjadi wadah atau tempatnya para anggota kepolisian untuk memberikan

informasi terkait dengan apa yang ingin di informasikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Kriminologis

Terjadinya Kejahatan Pornografi Terhadap Anak Melalui Media Elektronik

penulis ingin menyampaikan sedikit saran sebagai berikut :

1. Orangtua hendaknya menciptakan keluarga yang harmonis, tentram, bahagia,

serta kondusif. Peka terhadap perilaku anak juga sangat berguna untuk

mengantisipasi tindak kejahatan seksual secara online yang mengancam

keselamatan anak-anak di bawah umur. Alangkah baiknya, jika orang tua

selalu memantau aktivitas anak di dunia maya, khususnya sosial media.

Biasanya anak-anak yang lebih banyak terjerumus itu justru yang kesepian.

Mereka juga tidak terlalu banyak punya teman, karena biasanya punya

kesulitan dalam berhubungan sosial.

2. Aparat penegak hukum hendaknya meningkatkan penyuluhan kepada para

pelajar mengenai tindak pidana pornografi sebagai sutau perbuatan melawan

hukum, sehingga para pelajar memiliki pengetahuan tentang tindak pidana

pornografi tersebut dan diharapkan tidak terlibat di dalamnya.
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